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RINGKASAN 

KEKUATAN EKSEKUTORIAL AKTA JAMINAN FIDUSIA TERHADAP 

OBJEK YANG DIKUASAI NEGARA 

Oleh: 

1 Juan Satria Mahendra S.H. 
2 

Magister Kenotariatan Universitas Lambung Mangkurat, 125 Halaman 

Aktivitas pembiayaan mempunyai peranan penting dalam menunjang kegiatan 

ekonomi karena hubungan antara kreditur dan debitur sering memerlukan jaminan 

kebendaan sebagai dasar perlindungan terhadap risiko wanprestasi. Salah satu 

bentuk jaminan kebendaan tersebut adalah jaminan fidusia, yaitu pengalihan hak 

kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan, sedangkan benda yang menjadi 

objek jaminan tetap berada pada penguasaan pemberi fidusia. Penerima fidusia 

memperoleh hak preferen setelah jaminan fidusia didaftarkan dan sertifikat jaminan 

fidusia diterbitkan, sehingga kreditur memiliki kedudukan yang didahulukan 

dibandingkan kreditur lainnya. Permasalahan muncul ketika objek yang telah 

dibebani jaminan fidusia justru disita atau dirampas oleh negara karena berkaitan 

dengan tindak pidana. Keadaan tersebut menimbulkan benturan antara hak 

kebendaan kreditur yang sah dan kewenangan negara dalam merampas benda yang 

berhubungan dengan perkara pidana. 

Penelitian ini berangkat dari adanya kekosongan pengaturan dalam Undang-Undang 

Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mengenai kedudukan kreditur 

apabila objek jaminan berada dalam penguasaan negara. Secara normatif, akta 

jaminan fidusia tetap sah dan mengikat sepanjang dibuat serta didaftarkan sesuai 

ketentuan hukum. Namun secara faktual, pelaksanaan kekuatan eksekutorial dapat 

terhambat karena objek jaminan tidak lagi berada dalam penguasaan debitur 

maupun kreditur, melainkan telah dikuasai negara. Berdasarkan permasalahan 

tersebut, penelitian ini merumuskan dua rumusan masalah, yaitu apakah 

perampasan negara menghapus hak kebendaan kreditur atas objek jaminan fidusia 

dan bagaimana konstruksi hukum kedudukan kreditur fidusia atas objek jaminan 

yang dirampas oleh negara. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis akibat perampasan negara terhadap 

hak kebendaan kreditur atas objek jaminan fidusia. Penelitian ini juga bertujuan 

untuk menganalisis konstruksi hukum kedudukan kreditur fidusia atas objek 

jaminan yang dirampas oleh negara. 
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Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian 

teori. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan 

pendekatan konseptual. Sifat penelitian ini adalah preskriptif karena tidak hanya 

menggambarkan norma yang berlaku, tetapi juga memberikan argumentasi 

mengenai konstruksi hukum yang seharusnya diterapkan. Bahan hukum yang 

digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang 

dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Analisis bahan hukum dilakukan secara 

kualitatif melalui penafsiran sistematis dan penalaran deduktif. 

 

Hasil Penelitian 

1. Bahwa perampasan negara terhadap objek jaminan fidusia tidak secara 

otomatis menghapus hak kebendaan kreditur. Hak kebendaan kreditur tetap 

melekat karena jaminan fidusia memiliki sifat droit de suite, yaitu hak yang 

mengikuti bendanya di tangan siapa pun benda tersebut berada. Selain itu, 

kreditur fidusia memiliki hak preferen berdasarkan Pasal 27 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, sehingga kedudukannya tetap harus 

diperhatikan meskipun objek berada dalam penguasaan negara. Perampasan 

oleh negara hanya membatasi pelaksanaan eksekusi kreditur, bukan 

menghapus eksistensi hak kebendaan yang telah lahir sebelumnya.  

2. Bahwa kedudukan kreditur fidusia harus dikonstruksikan sebagai pihak 

ketiga yang beritikad baik dan tetap memiliki hak kebendaan atas objek 

jaminan. Kewenangan negara untuk merampas benda dalam perkara pidana 

memang harus diakui, tetapi kewenangan tersebut tidak boleh mengabaikan 

hak kreditur yang lahir secara sah melalui akta dan pendaftaran fidusia. 

Konstruksi hukum yang tepat adalah menempatkan kreditur sebagai pihak 

yang harus diberi prioritas pelunasan sebelum negara mengambil manfaat 

dari objek yang dirampas. Dengan demikian, diperlukan harmonisasi antara 

hukum jaminan fidusia dan hukum pidana agar perampasan aset oleh negara 

tetap berjalan tanpa menghilangkan perlindungan hukum bagi kreditur 

fidusia.  
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KEKUATAN EKSEKUTORIAL AKTA JAMINAN FIDUSIA TERHADAP 

OBJEK YANG DIKUASAI NEGARA 

Oleh: 

Magister Kenotariatan, Universitas Lambung Mangkurat, 125 Halaman 

ABSTRAK 

Kata kunci: Jaminan Fidusia; Hak Kebendaan; Perampasan Negara. 

Penelitian ini mengkaji kekuatan eksekutorial akta jaminan fidusia terhadap objek 

yang dikuasai negara akibat perampasan berdasarkan putusan pidana. Permasalahan 

utama penelitian ini terletak pada benturan antara hak kebendaan kreditur fidusia 

yang lahir dari akta dan pendaftaran fidusia dengan kewenangan negara untuk 

merampas benda yang berkaitan dengan tindak pidana. Penelitian ini bertujuan 

untuk menganalisis apakah perampasan negara menghapus hak kebendaan kreditur 

atas objek jaminan fidusia serta merumuskan konstruksi hukum kedudukan kreditur 

fidusia atas objek jaminan yang dirampas oleh negara. Jenis penelitian yang 

digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-

undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif 

melalui penafsiran sistematis dan penalaran deduktif. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa perampasan negara tidak secara otomatis menghapus hak kebendaan 

kreditur fidusia karena hak tersebut memiliki sifat droit de suite dan droit de 

preference. Perampasan hanya membatasi pelaksanaan eksekusi terhadap objek 

jaminan, bukan menghapus keberadaan hak kreditur. Konstruksi hukum yang tepat 

adalah menempatkan kreditur fidusia sebagai pihak ketiga beritikad baik yang tetap 

memiliki prioritas pelunasan atas nilai ekonomis objek jaminan sebelum negara 

mengambil manfaat dari barang rampasan. 
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